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ABSTRAK

 Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kemitraan yang efektif pada industri pengolahan kelapa sawit di provinsi Jambi dan faktor-faktor pendukungnya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus kolektif (survei dan studi kasus).  Analisis dilakukan terhadap klaster industri pengolahan kelapa sawit dan jalannya kemitraan berbagai kelompok industri yang ada dalam klaster industri pengolahan kelapa sawit tersebut.   
Hasil penelitian menunjukkan jalannya kemitraan antar berbagai kelompok indutri yang ada yang meliputi: kemitraan pabrik kelapa sawit (PKS) dengan industri hulu/sumber bahan baku, kemitraan PKS dengan industri hilir kelapa sawit serta industri penunjang. Kemitraan yang terjadi antar berbagai kelompok industri tersebut terjadi dalam bentuk intensitas yang berbeda.  Dari analisis yang dilakukan jalannya kemitraan antara PKS dan industri hulu/sumber bahan baku dalam hal ini dengan petani ternyata lebih intensif dan lebih lebih jelas dibandingkan dengan jalannya kemitraan pada kelompok industri yang lain. 
         Dari evaluasi terhadap jalannya kemitraan dengan menggunakan berbagai indikator kemitraan yang efektif meliputi prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, legalitas, pemberdayaan petani dan adanya prinsip modal sosial memperlihatkan belum efektifnya kemitraan yang dijalankan terutama pada kemitraan bahagian hulu dari industri pengolahan kelapa sawit. Keadaan sama juga terjadi pada bahagian hilir di provinsi Jambi. Belum efektifnya jalannya  kemitraan terutama pada bahagian hulu karena terabaikannya beberapa aspek efektif dari jalannya kemitraan terutama dari aspek kesetaraan, pemberdayaan petani dan aspek modal sosial. Dari analisis terhadap kelembagaan petani (koperasi dan kelompok tani) memperlihatkan belum berperannya kelembagaan petani yang ada dalam mendorong efektifitas kemitraan, hal yang sama juga terjadi pada aspek kebijakan.

         Dalam pengembangan model kemitraan pada industri pengolahan kelapa sawi dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai perbaikan terutama pada aspek kemtraan efektif yang terabaikan selama ini.  Disamping itu kemitraan efektif perlu didukung kelembagaan ditingkat petani dan kebijakan pemerintah yang optimal.

    Kata kunci: Klaster industri pengolahan kelapa sawit dan model kemitraan.

Pendahuluan
Bagi provinsi Jambi pembangunan sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah.  Hal ini  dapat dilihat dari masih besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja bagi perekonomian wilayah provinsi Jambi.  Sektor pertanian telah menyumbang sekitar 27,5 persen terhadap PDRB provinsi Jambi dan juga telah dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar yaitu 46,88 persen dari angkatan kerja yanga ada (Jambi Dalam Angka, 2009).   Jika diamati lebih lanjut ternyata subsektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap sektor pertanian dibandingkan dengan subsektor lainnya, salah satu diantaranya kelapa sawit yang merupakan komoditi unggulan bagi provinsi Jambi.   Mengacu kepada undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Dengan demikian industri pengolahan kelapa sawit merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perkebunan secara keseluruhan.  

Mengingat potensi dan peranan dari usaha perkebunan pada umumnya dan khususnya industri pengolahan kelapa sawit diperlukan berbagai upaya untuk pengembangannya, salah satu upaya diantaranya melalui pendekatan klaster. Secara umum klaster industri dapat diartikan sebagai konsentrasi geografis antara perusahaan-perusahaan yang saling terkait dan bekerjasama diantaranya melibatkan pemasok barang, penyedia jasa, industri yang terkait serta sejumlah lembaga yang secara khusus berfungsi sebagai penunjang (Djamhari, 2006). Namun demikian berbagai penelitian terhadap klaster industri menunjukkan masih lemahnya kerjasama/kemitraan dari berbagai pihak yang ada dalam suatu klaster industri (Djamhari, 2006 dan Nugroho, 2008). Kemudian berbagai penelitian empiris menunjukkan sebahagian besar kemitraan dibidang perkebunan terutama kemitraan antara petani dengan perusahaan mitranya yang pada dasarnya adalah pihak yang ada dalam klaster industri pengolahan kelapa sawit belum lagi  memberikan hasil yang optimal  (Erfit, 1992, Silitonga 1995, Basdabella, 2001 dan Hasbi, 2001). Oleh karena itu perlu dibangun suatu model kemitraan yang efektif  diantara berbagai kelompok usaha yang terdapat dalam klaster industri pengolahan kelapa sawit.  Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian untuk mendapatkan model kemitraan yang efektif antar berbagai kelompok usaha yang ada dalam klaster industri kelapa sawit tersebut sangatlah perlu untuk dilakukan.
Metode Penelitian
Penelitian ini didesain dengan penelitian multi studi kasus (multy case study), yang menggabungkan antara survei dan studi kasus.  Dalam penelitian ini akan dipilih beberapa kasus klaster industri pengolahan kelapa sawit yang ada di provinsi Jambi, yang akan dipilih secara sengaja  (purposive). Dengan demikian dari beberapa kasus yang dipilih nantinya akan dapat diperoleh berbagai gambaran dan fenomena serta berbagai persoalan kemitraan yang ada dalam klaster industri pengolahan kelapa sawit di provinsi Jambi.  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari berbagai berbagai kelompok usaha yang ada dalam klaster industri pengolahan kelapa sawit, petani pekebun, industri pengolahan kelapa sawit, pengurus kelompok tani, pemerintah  dan pihak lainnya  yang merupakan sebagai stakeholder dari suatu klaster industri pengolahan kelapa sawit. Disamping itu data primer juga diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa informan kunci yang dianggap mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan klaster industri pengolahan kelapa sawit.  Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai refrensi, laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan klaster industri pengolaan kelapa sawit. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai instansi pemerintah. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam (in depth interview) dan observasi.  Data yang ada akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

Hasil Dan Pembahasan
1. Kemitraan Antar Berbagai Pelaku Usaha dalam Industri Pengolahan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi
Secara umum interaksi atau kemitraan antar pelaku usaha yang ada dalam suatu klaster industri pengolahan kelapa sawit dapat kita lihat dalam 2 bentuk yaitu: kemitraan dihulu dan kemitraan dihilir.  Kemitraan dihulu meliputi kerjasama atau kemitraan antara pabrik kelapa sawit (PKS) dengan petani. Sementara kemitraan dihilir meliputi   kemitraan PKS dengan industri hilir dan kemitraan industri hilir dengan industri penunjang lainnya.  Tabel berikut ini menunjukkan jalannya kemitraan pada bahagian hulu dari industri pengolahan kelapa sawit di provinsi Jambi.  
Tabel 1. Bentuk Hubungan Dan  Aturan Dalam Menjalankan Kemitraan
             Antara   Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Dengan Petani

	No
	Model Kemitraan
	Hubungan Kemitraan
	Bentuk Aturan

	
	
	Permodalan
	Pemasaran
	Pembinaan
	

	1.
	PIR Trans
	Ada (diberikan dalam bentuk paket kredit berupa lahan usaha sebagai transmigran/kebun plasma seluas 2 ha, pembangunan kebun,  bantuan bibit, pupuk  merupakan hutang petani )
	Ada (dalam bentuk perusahaan inti PT PN VI dan dan PT Agrowiyana berkewajiban membeli hasil produksi yang dihasilkan oleh petani plasma)
	Ada (perusahaan inti memberikan bantuan teknis berupa penyuluhan kepada petani 
	Formal dalam bentuk kontrak tertulis berupa surat perjanjian kerjasama (SPK) 


	No
	Model Kemitraan
	Hubungan Kemitraan
	Bentuk Aturan

	
	
	Permodalan
	Pemasaran
	Pembinaan
	

	2.
	KKPA
	Ada (dalam bentuk paket kredit berupa pembangunan kebun lahan disiapkan oleh petani plasma,  bantuan bibit, pupuk dan pestisida  merupakan hutang bagi petani 
	Ada (perusahan mitra (PT KDA, PT Tebo Plasma, PT Kedaton dan PT Agrowiyana berkewajiban membeli hasil produksi  petani)
	Ada (perusahaan inti memberikan bantuan teknis berupa penyuluhan kepada petani)
	Formal dalam bentuk kontrak tertulis berupa surat perjanjian kerjasama (SPK)

	 3.
	PIR Swadaya
	Ada (diberikan dalam bentuk paket kredit berupa pembangunan kebun (lahan disiapkan oleh petani plasma,  bantuan bibit, pupuk dan pestisida  merupakan hutang petani )
	Ada (dalam bentuk perusahan mitra (PT Kiranan Sekernan  berkewajiban membeli hasil produksi yang dihasilkan oleh petani plasma)
	Ada (dimana perusahaan inti memberikan bantuan teknis berupa penyuluhan pada petani )
	Formal dalam bentuk kontrak tertulis berupa surat perjanjian kerjasama (SPK)


Sumber: Data primer

Sementara itu untuk melihat bagaimana jalannya kemitraan antara PKS dengan industri hilir pada industri pengolahan kelapa sawit terlebih perlu dibedakan pola kepemilikan antara PKS dan industri hilir dari industri pengolahan kelapa sawit.  Departemen Perindustrian (2009) mengemukakan ada dua pola kepemilikan antara PKS dengan indusri hilirnya, pertama perusahaan PKS yang terintegrasi dengan industri hilirnya dan kedua perusahaan PKS yang tidak terintegrasi.  Dari 4 buah perusahaan yang menghasilkan produk hilir kelapa sawit di provinsi Jambi (minyak goreng, sabun dan makanan ternak) 1 perusahaan diantaranya terintegrasi dengan PKSnya yaitu PT. Agri Inti Persada yang berlokasi di Bangko kabupaten Merangin yang berada pada satu group perusahaan Wilmar.  Sementara 3 perusahaan lainnya tidak terintegarasi diantaranya PT Budi Nabati Perkasa, PT Pelita dan PT Kurnia Tunggal Nugraha.   Dalam kaitannya dengan jalannya kemitraan antara PKS dengan industri hilir yang bersifat terintegrasi,  tidak banyak masalah karena sebahagian besar bahan bakunya dapat dipenuhi oleh PKS yang pada dasarnya masih satu bahagian dengan industri hilirnya, walaupun pada kenyataannya perusahaan tersebut masih memerlukan pasokan bahan baku dari PKS lain.  Sementara bagi PKS yang tidak terintgrasi, maka dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya industri hilir  mengadakan kemitraan dengan PKS sebagai pemasok bahan bakunya.   Seperti halnya pada kemitraan antara PKS dan petani, maka kemitraan antara industri hilir dengan PKS juga bersifat formal terutama perusahaan yang tidak terintegrasi.  Jadi dalam hal ini kemitraan antara PKS dengan industri hilir juga menggunakan aturan yang bersifat tertulis dalam hal ini MoU antara PKS dengan industri hilirnnya.  Di dalam MoU tersebut dicantumkan berbagai hal dan persyaratan menyangkut transaksi jual beli CPO yang mereka lakukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan industri hilir PT Budi Nabati Perkasa dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya mereka menjalankan kemitraan dengan PT PN VI, jadi sebahagian besar bahan bakunya berasal dari PT PN VI.  Sementara PT Pelita dan PT Kurnia Tunggal Nugraha   sebahagian besar kebutuhan bahan bakunya berasal dari PT KDA dan PT Sekernan yang masing-masingnya berlokasi di Bangko kabupaten Merangin dan Sengeti kabupaten Muaro Jambi. Dari tabel berikut dapat kita lihat daftar industri hilir khususnya industri minyak goreng sawit yang ada di provinsi Jambi.

 Tabel 2.  Industri Hilir yang Dijadikan Sampel Dalam Melihat 

               Kemitraan antara Industri Hilir dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

	No.
	Nama Perusahaan
	Lokasi

	1.
2.
3.
4.
	PT. Kurnia Tunggal Nugraha
PT. Budi Nabati Perkasa
PT. Pelita

PT.  Agri Inti Persada

	Desa Talang Duku Kecamatan maro Sebo, Muaro Jambi
Desa Talang Duku Kecamatan maro Sebo, Muaro Jambi

Desa Talang Duku Kecamatan maro Sebo, Muaro Jambi
Desa Tambang Baru kecamatan Tabir, Merangin


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 
Selain itu kemitraan industri pengolahan kelapa sawit dihilir ini dapat juga kita lihat dari kemitraan antar berbagai pelaku usaha yang ada dalam klaster industri pengolahan kelapa sawit dengan berbagai pihak diantaranya kerjasama dengan asosiasi, perbankan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga lainnya.  Dalam hal ini bentuk kerjasama atau kemitraan tersebut dapat kita lihat dari seberapa besar dukungan dari berbagai pihak tersebut dalam mendorong perkembangan industri pengolahan kelapa sawit di provinsi Jambi, dukungan tersebut dapat dilihat di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.  Jadi dalam perspektif klaster dalam pengembangan industri pengolahan kelapa sawit tidak hanya dipengaruhi oleh industri intinya tetapi juga oleh dukungan industri penunjangnya diantaranya pemerintah, perbankan, asosiasi, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. 
2. Analisis Efektifitas Kemitraan yang Dijalankan


Berikut ini akan dikemukakan analisis dari jalannya kemitraan dari hasil identifikasi terhadap model kemitraan PIR Trans, model kemitraan KKPA dan model kemitraan swadaya dilihat dari aspek dasar kemitraan efektif  yang meliputi aspek saling menguntungkan, kesetaraan, legalitas, pemberdayaan petani dan modal sosial.   Analisis ini digunakan sebagai dasar dalam merumuskan model kemitraan yang efektif khususnya dalam industri pengolahan kelapa sawit.

a. Aspek Saling menguntungkan

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap model kemitraan PIR Trans, model kemitraan KKPA dan model kemitraan swadaya dilihat dari aspek saling menguntungkan terutama dari sisi peningkatan pendapatan petani ternyata mayoritas petani menyatakan adanya peningkatan pendapatan mereka dalam menjalankan kemitraan pada setiap model kemitraan yang ada.  Hal ini dapat dilhat dari data yang ada sekitar 76,67 persen petani menyatakan bahwa kemitraan yang mereka jalankan telah dapat meningkatkan pendapatannya. Terjadinya kenaikan pendapatan bagi petani ini tidak terlepas dari adanya kepastian harga dari hasil TBS yang dihasilkam oleh petani, dimana harga TBS ditetapkan secara bersama termasuk unsur petani walaupun dalam jumlah yang terbatas sehingga petani memperoleh adanya kepastian harga.  Hal ini tergambar dari cukup besarnya manfaat dari kemitraan yang dijalan dlihat dari sisi kepastian harga. Disamping itu terjadinya kenaikan pendapatan bagi petani ini tidak terlepas dari sifat kemitraan pada dasarnya yang bersifat formal dimana aturan-aturan yang ada dibuat secara tertulis sehingga lebih pasti dan masing-masing pihak merasa diikat dengan aturan yang jelas, walaupun terkadang petani berada pada posisi tawar yang lemah.  Keadaan yang hampir sama juga terjadi pada manfaat kepastian harga dan peningkatan teknologi yang memperlihatkan mayoritas petani menyatakan bahwa kemitraan yang mereka jalankan juga telah dapat menciptakan kepastian harga dan adanya peningkatan teknologi dalam menjalankan usaha perkebunan mereka yang secara rata-rata masing-masingnya adalah  77,67 persen dan 77,33 persen. Informasi lengkap berkaitan dengan perbandingan manfaat kemitraan dari berbagai  model kemitraan yang ada dapat kita lihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Perbandingan Manfaat Kemitraan dalam Model Kemitraan PIR Trans, Model Kemitraan KKPA dan Model Kemitraan Swadaya

	No.
	Pola Kemitraan
	Jumlah Petani  (%)

	
	
	Peningkatan Pendapatan
	Kepastian Harga
	Peningkatan Pengg. Teknologi

	1.
	PIR Trans
	77,50
	75,00
	75,00

	2.
	PIR KKPA
	81,87
	83,75
	81,87

	3.
	PIR Swadaya
	70,00
	75,00
	75,00


b.Aspek Kesetaraan
Pada dasarnya kesetaraan dapat dilihat dari seberapa besar peranan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap model kemitraan PIR Trans, model kemitraan KKPA dan model kemitraan swadaya memperlihat tidak adanya kesetaraan antara petani dan perusahaan perkebunan dalam menjalanan kemitraan. Hal ini terlihat dari dominasi yang sangat tinggi pada pihak perusahaan.  Hal ini dapat dilihat dominannya perusahan dalam pengambilan berbagai keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan, mulai dari merencanakan kegiatan kemitraan, pembukaan lahan, pembangunan kebun, pengelolaan tanaman dan panen. Sementara untuk penentuan harga walaupun ada unsur petani disitu tetapi keterwakilan mereka sangatlah sedikit. Berkaiatan dengan penentuan harga komoditi pertanian ini kemukakan dalam penelitian Basdabella (2001) yang menyimpulkan bahwa secara umum penetapan harga komoditi dalam program PIR dengan pola kemitraan sering kali merugikan pihak petani. Munculnya hal ini dikarenakan relatif sedikitnya keterlibatan petani dalam penetapan harga.  Sehingga petani sering dikatakan sebagai pihak penerima harga sementara pihak perusahaan sering disebut sebagai penentu harga. Sementara pelaksanaan panen ditentukan oleh petani tetapi tetap disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh perusahan mitra. Kondisi ini diperparah lagi kerugian yang terjadi dalam kegiatan usaha perebunan yang dijalankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani. Keadaan ini sebenarnya pihak perusahaan mitra telah menjadikan petani yang seharusnya sebagai pemilik usaha menjadi pekerja perusahaan yang harus bertindak dan patuh kepada aturan yang pada dasarnya ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan.  Jadi kemitraan yang dijalankan selama ini telah menempatkan petani pada posisi tawar yang tidak seimbang. Timbulnya hal ini tidak terlepas dari kurang berperannya modal sosial khususnya nilai partisipasi petani. Informasi lengkap berkaitan dengan perbandingan aspek kesetaraan dari berbagai  model kemitraan yang ada dapat kita lihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.  Perbandingan Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan dalam   Model Kemitraan PIR Trans, Model Kemitraan KKPA dan Model Kemitraan Swadaya

	No
	Jenis Kegiatan
	Model Kemitraan

	
	
	PIR Trans
	PIR KKPA
	PIR Swadaya

	1
	Sosialisasi, inventarisasi dan seleksi calon petani plasma
	Sepenuhnya disiapkan oleh pemerintah mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan kegiatan yang bekerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta (PT PN VI dan PT Agrowiyana) mengingat pola kemitraan PIR Trans ini merupakan pembangunan perkebunan yang terintegrasi dengan program transmigrasi
	Koperasi (sesuai dengan yang tercantum dalam SPK)
	Koperasi (sesuai dengan yang tercantum dalam SPK)


	No
	Jenis Kegiatan
	Model Kemitraan

	
	
	PIR Trans
	PIR KKPA
	PIR Swadaya

	2
	Pembukaan Lahan
	Sepenuhnya berada ditangan pemerintah melalui kerjasama dengan PT PN VI dan PT Agrowiyana
	Sepenuhnya berada ditangan perusahaan mitra/perkebunan
	Sepenuhnya berada ditangan perusahaan mitra/perkebunan

	3
	Pembangunan Kebun
	Sepenuhnya berada ditangan pemerintah melalui kerjasama dengan PT PN VI dan PT Agrowiyana  
	Sepenuhnya berada ditangan perusahaan mitra/perkebunan
	Sepenuhnya berada ditangan perusahaan mitra/perkebunan

	4
	Pengelolaan Tanaman
	Sepenuhnya berada ditangan perusahan mitra/perusahaan perkebunan
	Sepenuhnya berada ditangan perusahan mitra/perkebunan
	Sepenuhnya berada ditangan perusahan mitra/perkebunan

	5
	Pelaksanaan panen
	Petani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan perusahaan mitra
	Petani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan perusahaan mitra
	Petani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan perusahaan mitra/perkebunan

	6
	Penentuan harga komoditi
	Pemerintah, Perusahaan mitra dan petani tetapi keterwakilan petani sangat sedikit. (Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit)
	Pemerintah, Perusahaan mitra/perkebunan dan petani tetapi keterwakilan petani sangat sedikit. (Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit)
	Pemerintah, Perusahaan mitra dan petani tetapi keterwakilan petani sangat sedikit. (Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit)

	7
	Partisipasi petani
	Sangat rendah (karena tingginya dominasi pihak perusahaan mitra terhadap petani mitra)
	Sangat rendah (karena tingginya dominasi pihak perusahaan mitra/perkebunan terhadap petani mitra)
	Sangat rendah (karena tingginya dominasi pihak perusahaan mitra terhadap petani mitra)

	8
	Resiko
	Sepenuhnya ditanggung oleh petani karena semua fasilitas yang diberikan merupakan beban hutang bagi petani plasma
	 Sepenuhnya ditanggung oleh petani karena semua fasilitas yang diberikan merupakan beban hutang bagi petani plasma
	Sepenuhnya ditanggung oleh petani


c.Aspek Legailitas

  Dari aspek legalitas memperlihatkan bahwa bentuk aturan dalam kemitraan yang dijalankan baik untuk model PIR Trans, KKPA maupun model swadaya pada dasarnya adalah bersifat formal dan tertulis, dengan kata lain aturan-aturan yang ada dibuat berdasarkan perjanjian tertulis bagi kedua belah pihak yang bermitra, yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK). Permasalahannya adalah walaupun ada kontrak tertulis tetapi sering bersifat sepihak yang cenderung  menguntungkan perusahaan mitra dan dilanggar serta tidak mengatur sanksi bagi pihak perusahaan mitra.   Keadaan ini tidak terlepas dari pada mekanisme pembuatan SPK itu sendiri, dimana petani tidak pernah dilibatkan sehingga petani hanya menerima seperti yang sudah tercantum dalam SPK.  Selain itu keadaan ini juga mencerminkan rendahnya posisi tawar petani sehingga tidak dilibatkan dalam pembuatan SPK walaupun sebenarnya hal tersebut menyangkut nasib mereka sendiri.    Dengan demikian adannya kontrak tertulis atau SPK saja belumlah cukup untuk menjamin efektifnya suatu kemitraan yang dijalankan.  Idealnya dalam pembuatan kontrak/SPK hendaklah melibatkan petani secara aktif dalam pembuatan aturan-aturan yang termuat dalam SPK dan harus dikomunikasikan sebelum kedua belah pihak menyepakati isi kontrak. Dengan kata lain petani mitra haruslah ikut mengambil bahagian menyangkut kemitraan. Jadi yang lebih penting dalam aspek legalitas ini adalah seberapa jauh keterlibatan dari pada pihak-pihak yang menjalankan kemitraan dalam menentukan aturan yang ada dan seberapa jauh aturan tersebut dapat dipatuhi.  Dalam kenyataannya banyak aturan yang ada lebih banyak dinyatakan secara sepihak oleh peruahaan mitra. Sementara petani memiliki peranan yang sangat kecil dalam menentukan berbagai aturan yang dibuat. Sehingga aturan-aturan yang ada sering menjadi sumber konflik bagi kedua belah yang tidak jarang berujung pada konflik-konflik yang lebih besar antara petani dengan perusahaan mitra. Informasi lengkap berkaitan dengan perbandingan aspek legalitas ini dapat dilihat  pada tabel berikut.
Tabel 5.  Perbandingan Aspek Legalitas Model Kemitraan PIR Trans,

                Model   Kemitraan KKPA dan Model Kemitraan Swadaya

	No
	Aspek Legalitas
	Model Kemitraan

	
	
	PIR Trans
	PIR KKPA
	PIR Swadaya

	1
	Bentuk Aturan
	Formal dan tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK)
	Formal dan tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK)
	Formal dan tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK)

	2
	Persyaratan Bermitra
	Ada, sesuai dengan persyaratan peserta transmigrasi
	Ada, petani dengan luas lahan tertentu
	Ada, petani dengan luas lahan tertentu

	3
	Bidang Kemitraan
	Penyediaan lahan, bantuan modal, pemasaran dan bantuan teknis serta ditambah dengan berbagai fasilitas yang diberikan sebagai transmigran seperti perumahan
	Bantuan modal, pemasaran dan bantuan teknis sesuai dengan SPK
	Bantuan modal, pemasaran dan bantuan teknis sesuai dengan SPK

	4
	Hak Petani
	Kepastian pasar terhadap hasil komoditi yang dihasilkan (TBS)
	Kepastian pasar terhadap hasil komoditi yang dihasilkan (TBS)
	Kepastian pasar terhadap hasil komoditi yang dihasilkan (TBS)

	5
	Kewajiban Petani
	Menjual hasil produksi/TBS kepada pihak perusahaan mitra/perkebunan
	Menjual hasil produksi/TBS kepada pihak perusahaan mitra/perkebunan
	Menjual hasil produksi/TBS kepada pihak perusahaan mitra/perkebunan

	6
	Partisipasi Petani
	Sangat rendah 
	Sangat rendah 
	Sangat rendah 


d.Aspek Pemberdayaan Petani


 Dari aspek pemberdayaan petani walaupun ada pembinaan yang diberikan perusahaan mitra dari ketiga model kemitraan yang ada dalam bentuk bantuan teknis kepada petani. Namun demikian secara umum pembinaan yang diberikan  sebenarnya tidak banyak mendorong ke arah kemandirian petani.  Dengan kata lain kemitraan yang dijalankan sebenarnya tidak banyak membantu petani dalam upaya pemberdayaan petani.  Hal ini tidak terlepas dari mekanisme dan materi yang diberikan oleh perusahaan mitra kepada petani berkaitan dengan pembinaan ini. Kemudian dari intensitas atau frekuensinya yang terbatas sehingga tidak banyak membantu petani mitra dalam hal peningkatan kualitas komoditi yang dihasilkan. Selain itu bagi sebahagian petani mitra hal-hal yang disampaikan petugas lapangan perusahaan mitra selama ini adalah hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh petani selama ini, dengan demikian sebenarnya tidak ada  hal yang baru.  Selain itu dengan pembinaan yang diberikan sebenarnya telah banyak menciptakan tingginya tingkat ketergantungan petani kepada pihak perusahaan mitra (dependency) bukan saling ketergantungan (interdependency).  Dengan adanya bantuan berbagai sarana produksi pertanian yang diberikan oleh perusahaan mitra kepada petani dalam bentuk pinjaman atau hutang telah menimbulkan ketergantungan petani kepada perusahaan mitra. Keadaan yang hampir juga terjadi pada pembinaan yang dibran oleh pemerintah dan kelemabagaan petani misalnya kelompok tani juga tidak besar pengaruhnya terhadap pemberdayaan petani. Informasi  berkaitan dengan perbandingan aspek pemberdayaan ini dapat kita lihat pada tabel berikut.    

Tabel 6. Perbandingan Aspek Pemberdayaan dalam Model Kemitraan PIR Trans, Model Kemitraan KKPA dan Model Kemitraan Swadaya

	No
	Aspek Pemberdayaan
	Model Kemitraan

	
	
	PIR Trans
	PIR KKPA
	PIR Swadaya

	1
	Pembinaan Perusahaan Mitra
	Ada secara berkala melalui petugas lapangan yang memang telah disediakan oleh pihak perusahaan mitra/perkebunan
	Ada secara berkala melalui petugas lapangan yang disiapkan pihak perusahaan mitra/perkebunan sesuai dengan yang diatur dalam surat perjanjian kerjasama (SPK)
	Ada secara berkala melalui petugas lapangan sesuai dengan yang diatur dalam surat perjanjian kerjasama (SPK)

	2
	Pembinaan oleh Kelompok tani
	Relatif sedikit dan tidak berkaitan langsung dengan kemitraan usaha yang dijalankan dengan perusahaan mitra/perkebunan (PT PN VI dan PT Agrowiyana)
	Relatif sedikit, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kemitraan usaha yang dijalankan dengan perusahaan mitra/perkebunan
	Relatif sedikit, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kemitraan usaha yang dijalankan dengan perusahaan mitra/perkebunan

	3
	Pembinaan oleh Pemerintah
	Relatif sedikit melalui kelompok tani, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kemitraan usaha yang dijalankan
	Relatif sedikit melalui kelompok tani, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kemitraan usaha yang dijalankan
	Relatif sedikit melalui kelompok tani, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kemitraan usaha yang dijalankan

	4
	Kondisi Internal Kelompok tani
	Belum berfungsi secara optimal
	Belum berfungsi secara optimal
	Belum berfungsi secara optimal


	No
	Aspek Pemberdayaan
	Model Kemitraan

	
	
	PIR Trans
	PIR KKPA
	PIR Swadaya

	5
	Kondisi Eksternal Kelompok tani
	Belum optimal, mengingat terbatasnya bantuan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok tani yang ada
	Belum optimal mengingat terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kelompok tani yang ada
	Belum optimal, mengingat terbatasnya bantuan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok tani yang ada

	6
	Partisipasi petani
	Sangat sedikit
	Relatif tinggi  
	Sangat sedikit


e.Aspek Modal Sosial

Dari aspek modal sosial  memperlihatkan relatif lemahnya hubungan-hubungan sosial ini diantara pihak yang menjalankan kemitraan. Kecuali pada nilai-nilai kebersamaan yang relatif tinggi pada model kemitraan PIR Trans. Hal ini tidak terlepas dari asal petani yang pada umumnya berasal dari pulau Jawa. Selain itu kemitraan ini dibangun yang dikaitkan dengan program pemerintah yaitu transmigrasi yang merupakan program nasional sehingga lebih mudah dimobilisir. Relatif  kurangnya berperannya modal sosial pada gilirannya tentu akan berpengaruh terhadap efektifitas dari kemitraan yang dilakukan. Berkaitan dengan modal sosial ini penelitian Erfit (2009) menyimpulkan bahwa kemitraan yang dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial ternyata lebih efektif dibandingkan dengan kemitraan yang dijalankan dengan hanya memperhatikan aspek ekonomi semata.  Dengan demikian dalam membangun kemitraan hendaklah dilihat sebagai suatu hubungan ekonomi dan sekali juga ada aspek hubungan sosial disitu yang kita sebut sebagai modal sosial.  Informasi berkaitan dengan modal sosial dalam  berbagai model kemitraan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 7.  Perbandingan Aspek Modal Sosial dalam Model Kemitraan PIR Trans, Model Kemitraan KKPA dan Model Kemitraan Swadaya

	No
	Nilai-nilai modal sosial
	Model kemitraan

	
	
	PIR Trans
	PIR KKPA
	PIR Swadaya

	1
	Nilai-nilai kebersamaan
	Relatif tinggi (mengingat petani adalah para transmigran yang pada dasarnya berasal dari daerah yang sama khususnya pulau Jawa) (terbentuknya kemitraan difasilitasi oleh pemerintah sebagai suatu program yang dintrodusir oleh pemerintah dan proses terbentuknya dalam jangka waktu yang relatif pendek)
	Relatif rendah (karena terbentuknya kemitraan difasilitasi oleh pemerintah melalui kerjasama dengan pihak swasta dan proses terbentuknya kemitraan dalam jangka waktu yang relatif pendek) 
	Relatif rendah (terbentuknya kemitraan difasilitasi oleh pemerintah melalui kerjasama dengan swasta dan proses terbentuknya kemitraan dalam jangka waktu yang relatif pendek) 

	2
	Hubungan perseorangan
	Rendah (intensitas hubungan dan komunikasi antara petani mitra dengan perusahaan mitra/perkebunan rendah)
	Relatif rendah (intensitas hubungan dan komunikasi yang rendah  antara petani dengan perusahaan mitra/perkebun
	Relatif rendah (intensitas hubungan dan komunikasi yang rendah  antara petani dengan perusahaan mitra/perkebun

	3
	Nilai-nilai kepercayaan
	Rendah (kemitraan dibentuk secara formal dengan aturan-aturan yang bersifat tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK)
	Relatif  rendah (secara konsep, dasar dari  kemitraan KKPA adalah surat perjanjian kerjasama (SPK)
	Relatif  rendah (secara konsep, dasar dari  kemitraan Swadaya adalah surat perjanjian kerjasama (SPK)

	4
	Partisipasi
	Rendah (sebahagian besar kegiatan dan keputusan ditentukan oleh perusahaan mitra dan keikutsertaan petani mitra sangat rendah)
	Relatif rendah
	Relatif rendah


3. Analisis Peranan Kelembagaan Petani dalam Mendorong Kemitraan

Dalam kemitraan usaha peranan dari kelembagaan petani dapat kita lihat dari seberapa besar keterlibatan dari kelemabagaan petani dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan usaha dimulai dari kegiatan perencanaan, pembukaan lahan, pembangunan kebun, pengolahan kebun sampai kepada kegiatan pemasaran dari komoditi yang dihasilkan petani.  
Berdasarkan pengamatan dari proses berlangsungnya kemitraan antara petani dengan perusahaan inti/mitra terutama pada model kemitraan KPPA dan PIR swadaya perkebunan biasanya diawali dengan kegiatan sosialisasi, inventarisasi dan seleksi calon   anggota koperasi yang ingin bermitra dengan pihak perusahaan.  Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh pihak koperasi.   Jadi pada pada tahap awal perencanaan atau persiapan jalannya kemitraan kelembagaan petani khususnya koperasi cukup berperan terutama dalam menentukan calon petani plasma yang akan ikut bermitra dengan perusahaan inti. Namun demikian keadaannya berbeda pada model kemitraan PIR Trans dimana kelembagaan petani atau koperasi tidak dilibatkan sama sekali.  Hal ini tidak terlepas dari mekanisme yang ada pada kemtraan PIR Trans dimana program tersebut dikaitkan dengan program transmigrasi. 

Pada tahap berikutnya adalah kegiatan pembangunan kebun dan pengelolaan kebun baik milik inti maupun plasma yang meliputi: pembukaan lahan, penanaman, perawatan/pemiliharaan tanaman dan panen  sepenuhnya ditentukan oleh pihak inti, baik pada model kemitraan KKPA dan PIR swadaya mapun model PIR Trans.   Dengan demikian peranan dari kelembagaan petani atau koperasi adalah sangat kecil sekali.   Sehingga keberadaan dari pada koperasi tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya kemitraan usaha yang dilakukan. 

Keadaan yang sama juga dialami oleh kelompok tani yang ada terutama dikaitkan dengan fungsi pokok dari suatu kelompok tani sebagai wahana kerjasama juga belum banyak berfungsi. Jadi dari 3 fungsi pokok dari suatu kelembagaan petani yaitu sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana kerjasama, kelompok tani  baru fungsi sebagai kelas belajar dan sebagai unit produksi baru yang dapat dijalankan.  Dalam kaitannya dengan jalannya kemitraan keadaan ini mencerminkan masih lemahnya peranan kelompok tani dari kemitraan usaha yang merek jalankan.   Lemahnya peranan kelompok tani ini tidak terlepas dari kondisi internal kelompok tani itu sendiri baik dari aspek kepengurusan maupun dari anggota sendiri sehingga kinerja dari kelompok tani tersebut belum lagi maksimal, sehingga belum banyak berperan berkaitan dengan jalannya kemitraan.  Hal yang sama dikemukakan oleh Jamal (2001) dalam penelitiannya juga menyimpulkan masih rendahnya kinerja dari kelompok tani yang ada diprovinsi Jambi terutama dilihat dari pertemuan rutin, pemupukan modal dan kepengurusan kelompok tani. Informasi lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengambil keputusan dalam jalannya kemitraan dapat dlihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 8.  Jenis Kegiatan dan Pihak yang Berwenang Mengambil Keputusan dalam        Menjalankan Kemitraan pada Usaha Perkebunan
	No
	Jenis Kegiatan
	Kewenangan/Pengambilan Keputusan

	1.
	Sosialisasi, inventarisasi dan seleksi calon petani plasma
	Koperasi (sesuai dengan yang tercantum dalam SPK)

	2.
	Pembukaan Lahan
	Sepenuhnya berada ditangan perusahaan mitra/perkebunan

	3.
	Pembangunan Kebun
	Sepenuhnya berada ditangan perusahaan mitra/perkebunan

	4.
	Pengelolaan Tanaman
	Sepenuhnya berada ditangan perusahan mitra/perkebunan

	5.
	Pelaksanaan panen
	Petani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan perusahaan mitra/perkebunan

	6.
	Penentuan harga komoditi
	Pemerintah, Perusahaan mitra dan petani tetapi keterwakilan petani sangat sedikit. (Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit)

	7.
	Partisipasi petani
	Sangat rendah (karena tingginya dominasi pihak perusahaan mitra terhadap petani mitra)

	8.
	Resiko
	Sepenuhnya ditanggung oleh petani


Sumber: Data primer

4. Kebijakan pemerintah dalam Mendorong Efektifnya Kemitraan
Selain kelembagaan petani dalam bentuk koperasi dan kelompok tani, maka efektifitas kemitraan juga ditentukan oleh berbagai kebijakan yang dbuat oleh pemerintah dalam rangka mendorong program kemitraan secara keseluruhan. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berupa regulasi mulai dari undang-undang sampai kepada peraturan daerah (Perda) dan berbagai Program pengembangan industri Kelapa Sawit,  baik dihulu ataupun dihilirnya. Beberapa regulasi yang menyangkut masalah perkebunan pada umumnya dan kemitraan pada khususnya terutama dibahagian hulu diantaranya: UU nomor 18 tahun 2004, peraturan menteri pertanian nomor 26 tahun 2007 dan peraturan menteri pertanian nomor 395 tahun 2005, UU UKM.  Sementara pada bahagian hilir diantaranya:  Uraian berikut akan menjelaskan secara umum regulasi dan program tersebut serta keterkaitannya dengan program kemitraan. 
Kebijakan pembangunan perkebunan secara umum diatur dalam UU nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan.  Beberapa hal pokok yang dijelaskan oleh undang tersebut antara lain: 1) tujuan dari pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningat penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produkivitas, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, 2) usaha perebunan tersebut meliputi usaha budidaya tanaman perkebunanan dan/atau usaha industri hasil pengolahan hasil perkebunan., 3) dalam menjalankan usaha perkebunan perusahaan menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar pekebun, 4) pengembangan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dalam rangka peningkatan keterampilan.  Berdasarkan berbagai uraian diatas, implikasi dari UU nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan tersebut adalah 
semakin terbukanya usaha perkebunan terutama melalui program kemitraan. 

Regulasi lain yang mengatur masalah kemitraan dapat juga kita lihat dalam  peraturan menteri pertanian nomor 26 tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Beberapa hal yang diatur dalam peratuan menteri pertanian tersebut antara lain: 1) perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan diwajibkan membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal perkebun yang diusahakan oleh perusahaan, 2) pembangunan kebun masyarakat tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil yang dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh peusahaan.  
Selain regulasi, kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan perkebunan pada umumnya dan kemitraan pada khususnya dapat juga kita lihat dari program yang dijalankan.  Salah satu diantaranya adalah program revitalisasi perkebunan. Disamping itu melalui program MP3EI yang menegaskan bahwa pada koridor Sumatera telah ditetapkan bahwa salah satu produk yang akan dikembangkan adalah kelapa sawit, termasuk provinsi Jambi didalamnya.  
5. Model Kemitraan Efektif Dalam Industri Pengolahan Kelapa Sawit

 Dari berbagai analisis yang telah dikemukakan sebelumnya memperlihatkan secara umum berbagai model kemitraan yang ada belum lagi efektif.  Dengan kata lain masih ada beberapa aspek kemitraan yang efektif yang terabaikan sehingga kemitraan yang dijalankan selama ini terutama pada bahagian hulu maupun dari industri pengolahan kelapa sawit di provinsi Jambi.  Kondisi yang sama juga terjadi pada bahagian hulu dimana belum jelasnya bentuk kemitraan yang dijalankan antara pabrik kelapa sawit (PKS) dengan industri hilirnya. Dari aspek saling menguntungkan dari data yang ada secara umum kemitraan yang dijalan terutama pada bahagian hulu telah dapat memberikan manfaat  terutama bagi petani baik dalam peningkatan pendapatan, kepastian harga dan adanya teransfer teknologi. Namun demikian kemitraan yang dijalankan selama ini belum dapat menciptakan adanya kesetaraan antara berbagai pihak yang menjalankan kemitraan.  Hal ini dapat dilihat masih dominannya pihak perusahaan mitra dalam pengambilan keputusan terhadap berbagai hal berkaitan dengan jalannya kemitraan. Dari aspek legalitas, walaupun kemitraan yang dijalankan sudah diatur dengan kontrak tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK) namun demikian masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan mitra yang mengakibat kan kerugian petani dan sering kali menjadi sumber konflik antara petani dengan pihak perusahaan mitra.  Selain itu sering aturan-aturan yang ada selalu ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan mitra.  Dari aspek pemberdayaan petani secara umum kemitraan yang dijalankan sebenarnya belm banyak mendorong ke arah kemandirian petani. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme atau interaksi yang terjadi antara pihak petani dengan perusahaan mitra.  Selain itu berbagai hal yang ada dalam menjalankan kemitraan sebenarnya telah banyak menciptakan tingginya tingkat ketergantungan petani kepada pihak perusahaan mitra  (dependency) bukan saling ketergantungan (interdependency). Dari aspek modal sosial secara umum juga memperlihatkan bahwa kemitraan yang dijalankan selama juga telah mengabai nilai-nilai soial. Dengan kata lain kemitraan yang dijalankan selama ini lebih banyak dilihat sebagai hubungan ekonomi (economic realatioship) tetapi mengabaikan kemitraan sebagai hubungan sosial (social relationship). Berkaitan dengan hal ini penelitian Erfit (2009) menyimpulkan bahwa kemitraan dijalankan yang didasarkan kepada modal sosial (social capital) ternyata lebih efektif dibandingkan dengan kemitraan yang dibangun hanya didasarkan kepada hubungan ekonomi semata. Berbagai uraian diatas berkaitan dengan aspek kemitraan yang efektif yang terabaikan, maka sebagai upaya pengembangan model kemitraan pada industri pengolahan kelapa sawit terutama dihulunya tentu perlu menjadi perhatian dan perbaikan.  Berikut ini dapat kita simpulkan berbagai uraan aspek kemitraan yang efektif yang terabaikan dan perbaikan yang harus dijalankan sehingga mendorong lebih efektinya kemtraan yang dijalankan dimasa yang akan datang.
Tabel 9. Aspek Kemitraan Efektif yang Terabaikan dan Perbaikannya

	No
	Aspek Kemitraan Efektif
	Aspek yang Terabaikan
	Perbaikan/Pengembangan

	1.
	Saling menguntungkan
	Belum memberikan manfaat yang optimal baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun terhadap kepastian harga ataupun terhadap transfer teknologi
	Memberikan manfaat yang optimal baik dari sisi peningkatan pendapatan mapupun terhadap peningkatan kepasian harga dan transfer teknologi petani

	2.
	Kesetaraan
	Menunjukkan kurangnya kesetaraan bagi kedua belah pihak yang bermitra, karena sebahagian besar kewenagan pengambilan keputusan berada di pihak perusahaan mitra
	Lebih mengarah kepada adanya kesetaraan bagi kedua belah pihak, mengingat tidak adanya dominasi pedagang pengumpul terhadap petani


	No
	Aspek Kemitraan Efektif
	Aspek yang Terabaikan
	Perbaikan/Pengembangan

	3.
	Legalitas
	Formal dan tertulis, tetapi kurang dapat dipatuhi dan mengikat kedua belah pihak yang bermitra, sehingga sering merugkan petani
	Formal dan  tertulis, tetapi  lebih dapat dipatuhi dan mengikat kedua belah pihak yang bermitra dan peningkatan partisipasi petani

	4.
	Pemberdayaan Petani
	Adanya upaya untuk pemberdayaan petani, melalui bantuan modal, pemasaran dan  teknologi yang diberikan, tetapi bantuan tsb meninmbulkan ketergantungan (dependency) 
	Menjadikan petani lebih mandiri (indipendency) tidak menimbulkan ketergantungan (dependency)

	5.
	Modal Sosial
	Kurang berperannya nilai-nilai modal sosial (kebersamaan, hubungan personal, kepercayaan dan partisipasi) 
	Menjadikan berperannya nilai-nilai modal sosial (kebersamaan, hubungan personal, kepercayaan dan partisipasi)


 Kemudian juga dalam pengembangan pola kemitraan terutama untuk peningkatan posisi tawar petani (bargainging position) maka dalam menjalankan kemitraan petani perlu memperkuat peranan kelembagaan petani baik dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan asosiasi petani.  Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2004) yang mengemukakan bahwa dengan kelembagaan kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang dimiliki para petani akan dapat terhimpun menjadi satu kekuatan bersama dan potensi yang memiliki kekuatan yang lebih kuat. Namun demikian dalam kenyataannya kelembagaan ditingkat petani khususnya kelompok tani dan koperasi yang ada belum dapat berfungsi secara optimal sehingga belum dapat banyak membantu terutama dalam menjalakan kemitraan. Jadi permasalahannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan dari kelembagaan petani sehingga dengan demikian kelembagaan petani yang ada akan dapat berfungsi secara optimal. Kemudian juga dalam pengembangan kemitraan pemerintah melalui kebijakan yang dibuatnya akan dapat mendorong lebih efektifnya kemitran yang dijalankan dimasa yang akan datang. Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan keterkaitan antara aspek kemitraan efektif dengan dukungan peranan kelembagaan petani dan kebijakan pemerintah sehingga dapat menciptakan kemitraan efektif pada industi pengolahan kelapa sawit di provinsi Jambi pada tabel berikut ini. 

Tabel 10. Aspek Kemitraan Efektif dan Peningkatan Peranan Kelembagaan Petaani serta Kebijakan Pemerintah

	No
	Aspek Kemitraan Efektif
	Kelembagaan Petani
	Kebijakan Pemerintah

	1.
	Saling menguntungkan
	Meningkatkan fungsi atau kemampuan kelembagaan petani  sehingga lebih dapat mengakses  saprodi, dana, teknologi dan informasi pasar  
	Melakukan  pembinaan terhadap kel petani dalam bentuk pelatihan  dan bantuan modal sehingga dapat meningkatkan fungsi kemampuan kel tani/petani dalam berhadapan dgn pihak lain termasuk dalam kemitraan 

	2.
	Kesetaraan
	Meningkatkan fungsi atau kemampuan  kelembagaan petani sehingga dapat meningkat posisi tawar petani dan partisipasi petani dalam menjalankan kemitraan
	Melakukan pembinaan terhadap kel petani sehingga dapat memperkuat posisi tawar  petani dan partisipasi petani dalam menjalankan kemitraan (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan)

	3.
	Legalitas
	Meningkatkan fungsi atau kemampuan kel petani sehingga lebih banyak dilibatkan  dalam jalannya kemitraan (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan)
	Membuat regulasi dan pengawasan sehingga dapat membuat petani lebih banyak dilibatkan dalam berbagai hal dalam menjalankan kemitraan (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) 

	4.
	Pemberdayaan Petani
	Peningkatan pembinaan terhadap petani sehingga lebih dapat meningkatkan sumberdaya petani/transfer teknologi khususnya berkaitan dengan jalannya kemitraan
	Melakukan  pembinaan terhadap kel petani dalam bentuk pelatihan  dan bantuan modal sehingga dapat meningkatkan fungsi atau kemampuan kel tani/petani  berhadapan dengan pihak lain 


	No
	Aspek Kemitraan Efektif
	Kelembagaan Petani
	Kebijakan Pemerintah

	5.
	Modal Sosial
	Meningkatkan fungsi atau peranan kel petani terutama sebagai media belajar sehingga lebih dapat berperannya modal sosial 
	Membuat regulasi sehingga dapat menciptakan berperannya modal sosial  khususnya bagi  petani mis: melalui pendidikan


Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini antara lain: 

a)  Kemitraan pada industri pengolahan kelap sawit dapat kita lihat dari kemitraan yang dijalankan antar berbagai kelompok usaha yang ada yang meliputi kemitraan pada bahagian hulu yaitu petani dengan PKS dan  kemitraan pada bahagian hulir yaitu kmitraan antara PKS dengan industri dihilir kelapa sawit dan industri penunjang.

b)  Kemitraan yang terjadi antar berbagai kelompok usaha yang ada pada industri pengolahan kelapa sawit terjadi dalam bentuk intensitas yang berbeda dimana kemitraan pada bahagian hulu ternyata lebih intensif dan lebih lebih jelas dibandingkan dengan jalannya kemitraan pada bahagian hilirnya.
c)  Dari evaluasi terhadap jalannya kemitraan dengan menggunakan berbagai indikator kemitraan yang efektif memperlihatkan belum efektifnya kemitraan yang dijalankan terutama pada kemitraan bahagian hulu dari industri pengolahan kelapa sawit di provinsi,  keadaan yang sama juga terjadi pada bahagian hilir.. 

d)  Belum efektifnya jalannya  kemitraan terutama pada bahagian hulu karena terabaikannya beberapa aspek efektif dari jalannya kemitraan terutama aspek kesetaraan, pemberdayaan petani dan aspek modal sosial. 

e)  Dari analisis terhadap kelembagaan petani (koperasi dan kelompok tani) memperlihatkan belum berperannya kelembagaan petani yang ada dalam mendorong efektifitas kemitraan yang telah dijalankan selama ini, hal yang sama juga teradi pada faktor kebijakan.

 f)  Dalam pengembangan model kemitraan pada industri pengolahan kelapa sawi dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai perbaikan terutama pada aspek kemitraan efektif ang terabaikan selama ini.  Disamping itu kemitraan efektif pada industri pengolahan kelapa sawit ini  perlu didukung dengan semakin berperannya kelembagaan ditingkat petani dan adanya kebijakan pemerintah yang lebih mendorong efektifnya kemitraan.dimasa yang akan datang.   

2. Saran 

Dalam menjalankan kemitraan dimasa yang akan datang khususnya pada industri pengolahan kelapa sawit diperlukan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam jalannya kemitraan khususnya dan industri pengolahan kelapa sawit pada umumnya, berbagai pihak tersebut meliputi: petani, pemerintah, kelembagaan petani, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga keuangan.
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